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Abstrak 

Devi Nanda Dwi Oktavian: Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan 

Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur), Skripsi, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UN PGRI Kediri, 2020. 

Kata Kunci: Pajak daerah, Dana alokasi umum, Belanja modal, Kinerja keuangan. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingkat potensi dan kemampuan daerah 

dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berbeda sehingga penerimaan 

pendapatan setiap daerah berbeda. Sumber keuangan asli daerah yang seharusnya 

menjadi sumber keuangan utama daerah, namun ternyata jumlah DAU yang besar 

memicu adanya ketergantungan daerah pada pusat. Ditambah dengan perencanaan 

keuangan APBD pemda yang kurang ideal menjadikan pengelolaan pendapatan 

dan pengeluaran APBD belum optimal. 

Penelitian ini menggunakan variabel pajak daerah, dana alokasi umum, dan 

belanja modal sebagai variabel independen dan variabel kinerja keuangan sebagai 

variabel dependen, dengan pendekatan penelitian kuantitatif termasuk jenis 

penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di 

Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan sampel jenuh, sehingga didapatkan 76 sampel. Sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder. Prosedur pengumpulan data yaitu studi 

kepustakaan dan studi lapangan berupa dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu (1) pajak 

daerah berpengaruh pada peningkatan kinerja keuangan, (2) DAU berpengaruh 

namun secara negatif pada kinerja keuangan, (3) kegiatan belanja modal tidak 

berpengaruh pada peningkatan atau penurunan kinerja keuangan. 

Rekomendasi yang diberikan pada penelitian ini yaitu (1) pemda harus lebih 

mengembangkan sektor perekonomian agar penerimaan pajak daerah meningkat, 

(2) pemda harus lebih intensif dalam penggunaan dan pengelolaan DAU untuk 

kegiatan yang memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi, (3) pemda harus 

lebih memaksimalkan penggunaan aset yang sudah ada serta harus lebih 

meningkatkan kualitas SDM untuk pengelolaannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Secara etimologi, istilah “otonomi daerah” berasal dari bahasa yunani, 

yaitu “autos” dan “namos” yang artinya “sendiri” dan “aturan”. Sehingga 

definisi otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri 

pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya yang dilakukan oleh suatu 

daerah. Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 1999 

bedasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan diubah kembali 

dengan UU No. 23 Tahun 2014. Pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan 

pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

daerahnya sendiri sebagai bagian dari desentalisasi, termasuk upaya menggali 

sumber keuangan daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD). PAD 

digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan 

daerahnya sehingga ketergantungan pemerintah daerah pada dana 

perimbangan yang diperoleh dari  pemerintah pusat dapat diminimalkan.  
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Pengertian pajak menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 

menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa pajak daerah yang 

selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Pajak daerah adalah salah satu elemen dari pendapatan APBD selain 

dari dana perimbangan. Pajak daerah bersumber dari berbagai jenis pajak 

sebagaimana tercantum di UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 2 sebagai 

berikut “Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas : pajak hotel, pajak restoran, 

pajak hiburan, pajak reklame, pejak penerangan jalan, pajak mineral bukan 

logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan”. 

Variabel lainnya yang akan diteliti dalam penelitian ini selain pajak daerah 

sebagai salah satu pendapatan APBD, yaitu dana alokasi umum yang 

merupakan salah satu dari elemen dana perimbangan. Menurut UU No.23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 47 menyatakan Dana 
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Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan kepada pemerintah daerah 

dengan harapan agar dapat mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah 

dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat dan mendorong 

kemandirian pemerintah daerah. Menurut PP No. 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa DAU dialoksikan 

untuk provinsi dan kabupaten/kota. 

Variabel lainnya yang akan diteliti adalah belanja modal, salah satu 

pengeluaran APBD. Menurut Erliana (2015:155) belanja modal dalah 

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kegiatan dari belanja 

modal juga berpengaruh terhadap pendapatan keuangan daerah jika 

pengalokasiannya tepat dan dikelola secara optimal dan efektif karena belanja 

modal diartikan sama dengan daerah melakukan kegiatan investasi. Belanja 

modal pemerintah kabupaten/kota dapat diklasifikasikan menurut PP No. 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut belanja 

tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja 

jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. 

Namun dalam pelaksanaan, otonomi daerah mengalami kendala yaitu 

kesiapan daerah baik tingkat potensi dan kemampuan setiap daerah dalam 

menjalankan otonomi daerah berbeda-beda, ditambah lagi dengan kualitas 
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maupun kuantitas SDM yang berbeda juga. Mengakibatkan jumlah 

pendapatan terutama PAD setiap daerah berbeda, untuk daerah yang tingkat 

potensi daerahnya tinggi maka akan menguntungkan sebaliknya untuk tingkat 

potensi daerah yang rendah akan merugikan, yang merupakan salah satu 

dampak dari diberlakukanya otonomi daerah. Selain PAD pemerintah daerah 

juga menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat salah satunya DAU. 

Besarnya jumlah dana yang diterima dari pemerintah pusat akan 

memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada 

pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan 

membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun (Julitawati dalam 

Farisi, 2015). 

Variabel selanjutnya yang akan menjadi variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kemampuan suatu daerah untuk 

mengelola daerahnya sendiri tercermin dari kinerja keuangannya. Kinerja 

keuangan pemerintah daerah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya 

sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan  pendapatan 

daerah setiap tahunnya (Antari, 2018). Abdullah (2015) menyatakan 

transparansi dan akuntanbilitas pemerintah daerah yang baik maka akan 

memberi kontribusi yang baik dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah 

daerah tersebut. 

 Dalam praktek penyusunan dan perencanaan laporan keuangan 

pemerintah daerah masih mengalami kendala antara lain perencanaan 
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keuangan penerintah daerah yang dinilai kurang ideal seiring dengan porsi 

belanja pegawai yang mendominasi ketimbang belanja modal, menurut 

penelitian Institute For Development Of Economics And Finance (Indef) 

Rusli Abdullah menilai penggunaan APBD masih cenderung berorientasi 

pada penyelenggaraan pemerintahan bukan pembengunan yang berdampak 

pada perekonomian. Ditambah lagi acara kunjungan kerja komite IV DPD 

dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK tahun 2019 di 

Sidoarjo pada selasa (22/10/2019), yang menyatakan ada 3 pemerintah daerah 

di Jawa Timur yang mendapat sorotan DPD RI terkait laporan keuangan yang 

mendapat penilaian wajar dengan pengecualian. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiguna (2019) untuk variabel 

pajak daerah secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan daerah di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Balu tahun 2012-

2016, yang berarti kontribusi pajak daerah yang diterima masih sangat kecil. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Farisi (2015) yang menunjukkan 

pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, artinya semakin besar 

penerimaan pajak daerah maka menunjukkan kinerja keuangan pemerintah 

yang baik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari (2017) 

menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2013-2015, 

yang berarti semakin besar pendapatan pajak daerah akan meningkatkan 
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sumber pendapatan asli daerah yang akan sangat mendukung kinerja 

keuangan pemerintah daerah.  

Menurut penelitian yang dilakukan Abdullah (2015) menunjukkan bahwa 

DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten dan kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013, artinya 

pola manajerial pemerintah daerah tidak mempertimbangkan DAU sebagai 

salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi (2020) yang menunjukkan bahwa 

secara parsial DAU bagian dari dana perimbangan berpengaruh signifikan 

negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY 

tahun anggaran 2013-2018. Dapat disimpulkan semakin tinggi dana 

perimbangan yang diperoleh daerah menunjukkan ketidakmandirian 

pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri.   

Penelitian terhadap variabel belanja modal yang dilakukan oleh Andirfa 

(2016) menunjukkan bahwa belanja modal secara parsial berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupatan dan kota di Provinsi 

Aceh, artinya semakin meningkatnya alokasi belanja kodal, maka semakin 

tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mulyani (2017) yang menunjukkan bahwa belanja modal 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 2012-2015. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) yang menunjukkan bahwa belanja 

modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
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pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur tahun 2013-2015, yang artinya 

kenaikan belanja modal maka akan mengurangi kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu diatas, maka 

peneliti tertarik untuk mengambil judul untuk penelitian sebagai berikut : 

“Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal 

Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa 

Timur)”. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat didentifikasikan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Tingkat potensi dan kemampuan setiap daerah dalam melaksanakan 

otonomi daerah yang berbeda-beda, terutama sember daya ekonominya 

yang mengakibatkan tingkat pendapatan setiap daerah berbeda. 

2. Adanya ketergantungan pemerintah daerah pada DAU yang diberikan 

pemerintah pusat yang masih merupakan sumber pendapatan terbesar 

daerah dibandingkan dengan PAD. 

3. Perencanaan keuangan pemerintah daerah yang dinilai kurang ideal seiring 

dengan porsi belanja pegawai yang mendominasi ketimbang belanja 

modal. Penggunaan APBD masih yang cenderung berorientasi pada 

penyelengaraan pemerintahan bukan pembangunan yang berdampak pada 

perekonomian. 
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4. Tata kelola keuangan dibeberapa pemerintah daerah di Jawa Timur 

memburuk, dengan mendapat penilaian wajar dengan pengecualian pada 

hasil pemeriksaan semester 1 BPK tahun 2019. 

5. Masih belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan pengeluaran dana 

APBD dibeberapa pemerintah daerah sehingga mempengaruhi kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Agar penelitian lebih terarah dan mempermudah dalam menganalisis, 

maka penulis memberikan batasan penelitian dilakukan di kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Timur dengan menguji pengaruh pajak daerah, dana alokasi 

umum, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. Peneliti memilih objek penelitian yaitu laporan realisasi 

anggaran (LRA) APBD kabupaten/kota pada tahun anggaran 2017-2018 di 

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia dalam situs website resmi www.djpk.kemenkeu.go.id. 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas maka 

penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu : 

1. Apakah pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur ? 

2. Apakah  dana alokasi  umum berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur ? 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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3. Apakah belanja modal berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur ? 

4. Apakah pajak daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Jawa 

Timur ? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pajak daerah terhadap kinerja 

keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dana alokasi umum terhadap 

kinerja keungan pada kabupaten/kota di Jawa Timur. 

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial belanja modal terhadap kinerja 

keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur. 

4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pajak daerah, dana alokasi 

umum, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota 

di Jawa Timur. 

 

F. KEGUNAAN PENELITIAN 

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

lainnya yang melakukan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang 

dan menambah ilmu serta pengetahuan tentang bagaimana kinerja 
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keuangan pemerintah daerah dilihat dari segi pajak daerah, dana alokasi 

umum, dan belanja modal. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan masukan dan 

pertimbangan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dalam 

meningkatkan, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja keuangan 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang tidak lain untuk 

mensejahterakan masyarakatnya dari segi pelayanan, pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, serta menyediakan sarana dan prasarana 

publik yang layak untuk masyarakat. 
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